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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
“Berusaha dan berdoa, maka hasil tidak akan 
menghianati proses” 
 




Skripsi ini ku persembahkan untuk 
1. Tuhan Yang Maha Esa 
2. Papa, Mama, Kakak, adik, dan Tunanganku 
3. Almamaterku Universitas Katolik Soegijapranata 







Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 
segala berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini dengan baik. Pembuatan skripsi ini merupakan salah satu 
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan 
Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 
Adapun judul yang penulis angkat adalah: “RELEVANSI PASAL 3 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG 
PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI 
KERUGIAN PADA MASA SEKARANG (STUDI KASUS DI BADAN 
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PEMALANG)” 
 
Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak 
mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa adanya bantuan 
dan motivasi dari banyak pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan 
terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc selaku Rektor Universitas 
Katolik Soegijapranata Semarang. 
2. Benediktus Danang Setianto,SH.,LL.M.,MIL., selaku Dekan Fakultas 
Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 
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3. Prof. Dr. A. Widanti S., SH. CN., selaku Dosen Pembimbing yang telah 
berkenan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam proses 
penyusunan skripsi ini. 
4. L. Eddy Wiwoho, selaku Dosen Wali penulis yang telah membimbing 
dan mengarahkan penulis selama menempuh perkuliahan. 
5. Seluruh Dosen pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas 
Katolik Soegijapranata, yang telah banyak memberikan ilmu dan 
pembelajaran, baik akademik maupun non akademik selama penulis 
menempuh perkuliahan. 
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas 
Katolik Soegijapranata (Pak Nardi, Pak Bowo, Pak Yatiman, Mbak 
Rini, dan Mbak Mega) yang telah banyak membantu penulis selama 
menempuh perkuliahan hingga proses penulisan skripsi. 
7. Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Pemalang yang telah 
berkenan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. 
8. Bapak Harry Agustines, Bapak Wahyono, Mbak Denok, Mas Faisal 
dari Seksi Pengaturan dan Penataan pertanahan Kantor BPN Kabupaten 
Pemalang, yang telah memberikan data dan informasi terkait penulisan 
skripsi penulis. 
9. Bapak Handoko dan Ibu Trismiyati yang telah berkenan memberikan 
data dan informasi terkait penulisan skripsi penulis. 
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10. Papa dan Mama tercinta yang telah mendoakan dan memberikan 
dukungan moril maupun materiil, serta senantiasa memberikan motivasi 
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semangat yang telah kalian berikan. 
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Penulisan skripsi yang berjudul “RELEVANSI PASAL 3 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG 
PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI 
KERUGIAN PADA MASA SEKARANG (STUDI KASUS DI BADAN 
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PEMALANG)” bertujuan 
untuk mengetahui aturan mengenai pemilikan tanah pertanian berdasarkan 
Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan 
Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, untuk mengetahui aturan 
pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan 
Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian apakah masih relevan pada 
masa sekarang, untuk mengetahui peran BPN dalam penegakan hukum 
terhadap kepemilikan tanah pertanianyang terletak di luar daerah tempat 
tinggal  pemilik. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis 
sosiologis. Penulis memaparkan hasil penelitian dengan deskriptif analitis. 
Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan 
Pertanahan BPN Pemalang dan para responden pemilik tanah pertanian. 
Sedangkan objek dalam penelitian adalah segala informasi yang terkait dengan 
pengaturan kepemilikan tanah pertanian absentee/guntai. 
Dari ketiga perumusan masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu 
aturan kepemilikan tanah pertanian dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 
224 Tahun 1961 tidak relevan pada masa sekarang, karena permasalahan 
mendasar bagi kepemilikan tanah pertanian adalah jarak antara tempat tinggal 
pemilik dengan letak tanah pertaniannya pada masa sekarang bisa dijangkau 
dengan teknologi transportasi yang berkembang. 
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